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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang

DI DESA/KELURAHAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi
kependudukan yang cepat, tepat, mudah dan dekat dengan
masyarakat, maka perlu peningkatan peran Desa/Kelurahan
dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi
kependudukan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, menyatakan penugasan kepada desa atau
yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan
sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan
Peraturan Bupati/Wali Kota;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat
daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala
Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan rancangan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa guna menunjang  kelancaran pelaksanaan
penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan, perlu
membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan  di
Desa/Kelurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;



Mengingat

L.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah Undang-Undang
No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);



10.

11.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 256)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
307);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU sebagai berikut:

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam
rangka menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Pelayanan  Administrasi Kependudukan  di
Desa/Kelurahan;

e, menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang
Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan;
dan

d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal b Jonvari 3025

SEKRETARIS DAERAH
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WIDODO

Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten

Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Kabupaten
Sukoharijo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo

di Sukoharjo;

4. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor

: Y00 -1-2.% /06 3 TAHUN 202

Tanggal : 6 Januar 2028

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DI DESA/KELURAHAN

KEDUDUKAN

NO NAMA/NIP/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN

1 2 3 4

1 | Sekretaris Daerah Kabupaten Pengarah Memberikan arahan,
Sukoharjo nasehat dan petunjuk

2 | Kepala Dinas Kependudukan Dan Penanggung | Bertanggung jawab
Pencatatan Sipil Kabupaten jawab terhadap seluruh
Sukoharjo kegiatan

3 | Kepala Bidang Pemanfaatan Data Ketua Bertanggung jawab
dan Inovasi Pelayanan pada Dinas atas pelaksanaan
Kependudukan Dan Pencatatan kegiatan
Sipil Kabupaten Sukoharjo

4 | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Sekretaris Bertanggung jawab di
Daerah Kabupaten Sukoharjo bidang

kesekretariatan

5 | Kepala Bidang Pengelolaan Anggota Bertanggung jawab
Informasi Administrasi sesuai dengan bidang
Kependudukan pada Dinas tugasnya
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sukoharjo

6 | HARJANTI, S.H. Anggota Bertanggung  jawab
NIP. 19800110 200501 2 023 sesuai dengan bidang
Perancang Peraturan Perundang- tugasnya
undangan Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo - e

7 | BUDI SANTOSO, S.Sos. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19710613 199203 1 004 sesuai dengan bidang
Analis Kebijakan Ahli Muda pada tugasnya
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukoharjo

8 | IBNU HARYADI, S.E. Anggota Bertanggung jawab

NIP. 19770504 200501 1 010
Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukoharjo

sesuai dengan bidang
tugasnya




1 2 3 4

9 | HAMIDAH YUNIARTI, S.Sos. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19740610 200903 2 005 sesuai dengan bidang
Analis Kebijakan Ahli Muda pada tugasnya
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukoharjo

10 | ARIF ZAINI MURSIDI HS, S.Kom., Anggota Bertanggung jawab
M.H. sesuai dengan bidang
NIP. 19771122 200501 1 007 tugasnya
Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukoharjo

11 | HERU JATMIKO, S.H. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19891221 201101 2 006 sesuai dengan bidang
Analis Kebijakan Ahli Muda pada tugasnya
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukoharjo

12 | ULFAH SAID SUNGKAR, S.A.P. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19891221 201101 2 006 sesuai dengan bidang
Pranata Komputer Mahir pada tugasnya
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukoharjo

13 | WILLY RADITYA NINGSIH, S.Si. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19980523 202203 2 014 sesuai dengan bidang
Penelaah Teknis Kebijakan pada tugasnya
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Sukoharjo
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